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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Umum Anak  

1. Pengertian Anak dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam 

Pengertian mengenai anak zina dapat ditemui pada pasal 284 

KUHPerdata yang menjelaskan bahwa seorangnpria yang telahlkawin 

melakukan mukahn(overspel) padahal diketahuinyanbahwa pasaln27 

KUHPerdata berlakunbaginya dan seorangnwanita yang telahnkawin 

melakukan mukahm(overspel) padahal diketahuinya pasalm27 

KUHPerdata berlakulbaginya. Sehingga menurutlhukum barat seorang 

anaklbaru dapat dikategorikannsebagai anaknzina jika anakntersebut 

lahir darinhubungan suami istrinyang dilakukan olehnseorang laki-laki 

dengan seorangnperempuan atau keduanyansedang terikatnperkawinan 

dengan yangllain.6 

Anak zinanmerupakan anakndalam kelompok ataungolongannyang 

paling rendahnkedudukannya dibandingkanndengan kelompoknatau 

golongannanak yang lain.nBerdasarkan ketentuanndalam KUHPerdata 

bahwa anaknzina bersama-sama dengannanak sumbang tidakndapat 

diakui olehnorang tua biologisnya,nsehingga secara hukumn(yuridis) 

seorang anaklyang dilahirkan darilperzinaan tidak akan.lmemiliki ayah 

maupun ibuldan oleh karena itulseorang anak zinaltidak akan memiliki 

hak keperdataannapa-apa dari orang tuambiologisnya kecuali 

sebagaimana yang ditentukanldalam Pasal 867layat (2) KUHPerdata, 

yaitu sebatasnhak untuk mendapatkannnafkah hidup seperlunya 

berdasarkan kemampuanmorang tua biologisnya dan setelah 

memperhitungkannjumlah dan keadaannpara ahli warisnyang sah 

menurutnUndang-Undang.7 

                                                           
6 Siska Lis Sulistiani, Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum 

Positif Dan Hukum Islam, (Bandung: Pt Refika Aditama, 2015), 21. 
7 D.Y. Witanto, Hukum Keluarga (Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin), (Jakarta: Prestasi 

Pustaka, 2012), 40. 
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Adapun dalam praktik hukum perdataodi Indonesia atau pengertian 

anak luarokawin ada dua macam,oyaitu :  

(1) apabilaoorang tua salahosatu keduanya masihoterikatodengan 

perkawinan lain, kemudian merekaomelakukan hubunganoseksual 

dengan wanitaoatau pria lain yang mengakibatkan hamilodan 

melahirkan anak,omaka anakotersebut dinamakanoanak 

zina,obukan anak luarokawin,  

(2) Apabilaoorang tua anakoluar kawin ituomasih sama-samaobujang, 

merekaomengadakanohubunganosexualodan hamil serta melahir-

kan anak,omaka anakoitu disebut anakodiluar nikah.  

Bedaokeduanya adalahoanak zina tidakodapat diakuiooleh orang tua 

biologisnya,osedangkan anak diluarokawin, sedangkanoanak diluar 

nikah dapat diakuiiorang tua biologisnya apabilaimereka menikah, 

dalam aktaoperkawinan dapatodi cantumkan pengakuanodi pinggir 

aktaoperkwaninannya.8 

Sedangkanldalam hukumlIslam anak zina merupakanlanak yang 

lahir darilhubungan perkawinanlyang tidaklsah. Akibat yangldi dapat 

oleh anaklhasil zina adalahlanak zina tidakldianggap sebagailanak dari 

laki-lakilyang telah menyebabkanlanak tersebut lahirlatau yang telah 

menggaulilibunya, walaupun laki-lakiltersebut kelak menikahilibunya. 

Anak yang.llahir disebabkan..hubunganltanpa..nikah disebut.ldengan 

walad ghairu.shar’il(anak tidak sah).9 

Pembicaraanltentang anak hasillzina atau biasaldisebut anaklluar 

kawin dalamlkonsepsi hukumlIslam tidak bisaldipungkiri bahwalpada 

akhirnya akanlmasuk pada pembicaraanntentang perzinaannkarena 

kelahiran anaknluar kawin dalamnkonsep hukum Islamnpasti akan 

didahuluinoleh adanya perbuatannzina, kecuali anaklluar kawin dalam 

kategorimshubhat karena perbuatanmzina menurut hukummIslam 

                                                           
8 KUHPerdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet-II (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), 

74. 
9 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 189. 
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termasuk bagimmereka yang telah/ pernahmmenikah maupunmbagi 

mereka yanglsama sekali belumlpernah melangsungkan-pernikahan.10 

Anak dapatldisebut sebagailanak hasil zina ataulanak luarlkawin 

jika anaklyang dilahirkan tersebutnlahir dari seorangnperempuan, 

sedangkan perempuanntersebut tidak beradandalam suatunikatan 

perkawinan yangnsah dengan prianyang menyetubuhinya.nSedangkan 

pengertian dinluar nikah adalahnhubungan biologisnoleh seorangnpria 

dengan seorangnwanita yang dapatnmelahirkan keturunan,mdan 

hubungan merekantidak dalamnikatan perkawinannyang sah menurut 

hukumlpositif maupunlagama yangldianutnya.11 

Menurut Pasalo284 KUHP jo Pasaln27 KUHPerdatanseseorang 

dapat dikatakanotelah berbuat zinaojika salah seorangoatau kedua-

duanyaosedang terikat olehoperkawinan denganoyang lain, sehingga 

ikatan perkawinanomerupakan unsur yangomenentukan seseorang 

dapatodikatakan melakukanozina atauotidak. Hal iniosangat berbeda 

dengan konsep zinaomenurut hukumoIslam. Berdasarkan terminologi 

Islam perbuatanozina tidak hanyaoditentukan olehokeadaan bahwa si-

laki-lakimatau si perempuan-sedang berstatusomenikah dengan 

perempuan atauolaki-laki lain, namun setiapohubungan suami isteri 

yangodilakukan oleh pasanganoyang tidak sedangodalam ikatan 

perkawinanoterlepas apakah ia sedangndalam statusnmenikah maupun 

mereka masihnberstatus perjaka dan gadis, tetapnakan dianggap 

sebagailperbuatanlzina.12 

2. Kedudukan Anak Zina Dalam Hukum Islam 

Ulama salaf dan khalaf berpendapat mengenai anak hasil zina, 

bahwa anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hasil hubungan tidak 

sah atau di luar pernikahanOsecara syar’i maka sudah pasti 

ditetapkanObahwa lelaki yangOmenjadi ayahnya ituOtidak boleh 

                                                           
10D.Y. Witanto, Hukum Keluarga…,70. 
11 Gatot Supramono, Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah, (Jakarta: Djambatan, 1998), 18. 
12D.Y. Witanto, Hukum Keluarga…, 71-72. 
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menjelaskanObahwa oanak itu adalah anaknya dariOhasil hubungan 

zina. Di antara para ulamaOitu adalah Urwah binOZubair, HasanOAl-

Bashri, IbnuOsirrin, IbrahimOAn-Nakha’i, Ishaq bin Rahawiyah, Imam 

Ahmad, dan Ibnu Taimiyah13 Berdasar hadist: 

 

دٍ يُ وْلَدُ عَلََى  مَوْلُوْ  عَلََيْْهِي وََسَلََّمََ قَاَلَ كُُل  عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ أَنَّ رَسُوْلُ اللََّّي صَلَّ اللََُّّ 

راَني  بيلُ مينْ بَيَيْْمَةٍ الْفيطْرَةي فَأبََ وَاهُ يُ هَو يدَانيهِي أَوَْيُ نَص ي جََْعَاءَ هَلْ تُيُس   هِي كَُمَا تُ نَاتَجُ الْْي

هَا مينْ جَدْعَاءَ   فييْ ْ
Artinya :  

“Dari AbuoHurairah RA, iaoberkata : RasulullahoSAW bersabda, 

Setiap anakoyang lahir, diaoterlahir atas fitrah, makaotergantung 

keduaoorang tuanyaoyang menjadikanodia orang Yahudi,nNasrani, 

sepertiobinatangnternak yang dilahirkanndengan sempurna,napakah 

kamu mengharap kelahiran yang tidak sempurna anggota badannya?”14 

 

Demikianlah pendapat mereka, sekalipunoterdapatojuga perbedaan 

pandanganodari kebanyakan paraoahli fikih,onamunOtujuan akhirnya 

adalah untuk menegakkan kemaslahatan terhadap anak dan 

masyarakat.nAkan sangatObaguslah kejadiannya bila anak mendapat 

nasabodari ayahnya. Karena denganOdemikian dia bisa diodidikOdan 

dilindungi perkaranya. Bila keadaanOanak itu tanpa ayah maka 

jiwanyaoakan tertekanndan merasanterkucil. Bisa jadi kemudianndia 

menanggungnmalu, dan sebagainpelampiasannya dianakanOmudah 

untuk menjadilpenjahat di dalamlkehidupanodi tengahlmasyarakat.15 

Dari penejelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa anak hasil 

dari pernikahan yang tidak sah masih bisa mendapatkan nasab ayah 

kandungnya dengan tujuan demi kemaslahatan si anak. Hanya saja yang 

                                                           
13 Abu Hadian Shafiyarrahman, Hak-Hak Anak Dalam Syariat Islam, (Yogyakarta: Al-Manar, 

2003), 55. 
14 Imam Malik Bin Anas, Al-MuwatTA’, (Beirut: Dar Al-Fikr, 179), 146. 
15 Ibid., 56. 
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perlu digaris bawahi hal tersebut berlaku jika pernikahan tidak sah 

tersebut terdapat subhat di dalamnya.  

Kedudukan anak menurutohukum Islam sebagaimanaoyang termuat 

dalamoKompilasi Hukum Islamopada prinsipnya memiliki pandangan 

yang sama denganoUndang-Undang perkawinan, karena pasal 100 

Kompilasi HukumoIslam mengandungorumusan yang tidakoberbeda 

denganoPasal 43 ayat (1) UUnPerkawinan sebelum direvisi,ndimana 

seorangnanak luar kawinnhanya memilikinhubungan nasabndengan 

ibunya danlkeluarga ibunya.16 

Menurut hukumnIslam, anakoluar kawin (anaknhasil zina)otidak 

dapatndiakui olehobapaknya (bapaknbiologisnya). Anak-anakotersebut 

hanya mempunyaiohubungan hukum denganoibunya. Berdasarkan 

hadisnRasulullah SAW, sebagaimanaodikutip oleh Neng Djuabedah 

dari kitab Al-Fara’id yang ditulis oleh A. Hassan bahwaoantarananak 

hasil zinandengan ayah biologisnyanbeserta keluarganyantidak terjadi 

hubungannkeperdataan, karena itundi antara mereka tidak dapatosaling 

mewaris. Ketentuanntersebut menurut Neng Djubaedanberdasarkan 

sunnah Rasulullah SAW.nYang diriwayatkan Jamaah darinIbnu Umar, 

bahwaoseorang laki-laki yangomenuduh istrinya melakukan zinaodan ia 

tidak mengakuioanak yang dilahirkannistrinya, makanRasulullah 

memisahkan dinantara keduanya, dannmenghubungkanoanakntersebut 

dengaoibunya.17 

 

رَّقَ رَسُلَ اللََّّي رأَتََهُِ وََانْ تََ فَى مينْ وََلَديهَا, فَ فَ  نََافيعٍٍ عَنْ ابْني عُمَرَ انََّؤرَجُلًا  لَْعَنَ امْ عَنْ 

نَ هُمَا وََالَْْقَ الْ  لْمَرْأةَي صَلَّ اللهُ عَلََيْْهِي وََسَلََّمََ بَ يْ ْ  وَلَدَ بِي
 

                                                           
16 Asyhari Abdul Ghoffar, Islam Dan Problematika Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi, (Jakarta: 

Akademika Pressindo, 2000), 84. 
17 Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari 

Hukum Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 58. 
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Artinya:  

“Dari Nafi’ dariOIbnu Umar, bahwasanyaOada seorang laki-laki 

yang menuduhOistrinya berzina lalu berbuat li’an danOia tidak 

mengakuilanak yang dilahirkanOistrinya, kemudian RasulullahnSAW. 

memisahkanOantara keduanya danOmenghubungkan anakOtersebut 

kepada ibunya.” 

 

Menurut ajaran Islam itu sendiri, memangOmengenal pengakuan 

anak, tetapi denganOsyarat-syarat tertentu, dan bukanountuk dilakukan 

pengakuan terhadapOanak hasil zina. Kedudukan anakOhasil zina 

secara tegas ditentukanOdalam hadis Rasulullah SAW. Bahwa ia 

mempunyai hubungan nasabOdengan ibunya saja. Sedangkan anak 

hasilOperkawinan yang sah, teramat jelasOpula bahwa ia atau 

merekaOmerupakan anak yang mempunyaiOhubungan nasab dengan 

kedua orang tuanya, yaitu ibunya dan ayahnyaobeserta keluarga dari 

kedua orang tuanya.18 

Syarat-syarat pengakuanOanak menurut hukumOIslam, sebagai 

berikut: 

a. Orangoyangodiakui sebagai anakoserupaodengan orang yang 

mengakui  

b. Oranglyang diakuilsebagai anakltidak diketahuionasabnya 

sebelum adanyalpengakuan  

c. Orangnyang diakui membenarkanopengakuan, jika pengaku 

memangoorangoyang pantas untuk itu  

d. Oranglyang mengakui tidak mengatakan bahwa sebab 

pengakuan ituikarenaizina 

Menurut syarat-syaratOtersebut jelas bahwaOajaran Islam mengenal 

lembagaOpengakuan terhadap anakOhasil perkawinannyang sah,ntetapi 

menurutONeng Djubaedahntidak mengenalOpengakuan anak yang 

dibuahkan dari hasilOhubungan seksual di luar perkawinannyang sah, 

ataunanakOyang lahirndi luar hubunganOperkawinan yang sah, karena 

                                                           
18 Ibid., 364. 
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IslamOtelah secara tegas menentukanOhubungan hukum antaraOanak 

hasil zina atauOanak hasil hubungan diOluar nikah adalah hanya 

denganiibunya dan keluargaiibunya saja.19 

Kedudukan anakOluar kawin dalam konsepsiOIslam harus 

dilihatOsecara menyeluruh, tidakOhanya terbatas padaOperbuatan yang 

dilakukanOoleh kedua orang tuanya. TidakOada seorangpunOyang dapat 

menyangkalObahwa perbuatan zinaO(persetubuhanntanpa ada 

ikatannperkawinan)Omerupakan sebuah dosaObesar, namun anak yang 

dilahirkanndari perbuatan tersebutOtidaklah sepantasnya jugaOharus 

menerima hukumanOatas dosa yangOdilakukan oleh kedualorang tuanya. 

Islam adalahOagama rahmatan lil’alaminOyang artinya agamaOyang 

memberikanOrahmat kepada seluruhOumat manusia di dunia. Walaupun 

Islam sangatOtegas terhadap perbuatanOzina yang dibuktikanOdengan 

adanya ancamanOpidana mati (rajam)Obagi orang yangOmelakukan zina 

muhsan, namunObukan berarti anakOyang lahir dari perbuatanOtersebut 

disejajarkan kedudukannyaOdengan orang tua yangOmelakukan 

perbuatanOzina. Setiap anak memilikiOhak yang samaOdi 

hadapanOTuhan, Negara dan hukum. Memberikan pembatasan 

terhadapohak-hak yang seharusnyaOdimiliki oleh setiapOmanusia 

bukanOhanya akan melanggarOkonstitusi, namunOjuga telah 

bertentanganodengan kodrat manusialyang telah diberikanlolehlTuhan 

sebagaiOmakhluk yang memilikiOkedudukan yangOsama di hadapan 

Sang Pencipta. ArtinyaOwalaupun secaraOIslam anak luarOkawin tidak 

memiliki hubunganOnasab dengan ayah biologisnyaObukan berarti 

bahwaOayah biologis samaOsekali tidak memiliki kewajibanOsecara 

kemanusiaaniterhadap anak hasilidari benih yang ditanamnya.20 

3. Kedudukan Anak Zina Dalam Hukum Positif 

Di dalamOundang-undang No. 1 Tahun 1974Otentang perkawinan 

kedudukanOseorang anakOdi atur dalamObab IX tentangOkedudukan 

                                                           
19 Ibid., 365. 
20 Ibid., 88. 
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anak pasalO42-44. 

Pasal 42 “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai 

akibat dari perkawinan yang sah” 

Pasal 43 “(1) anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) 

kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur 

dalam peraturan pemerintah” 

Pasal 44 “(1) seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang 

dilahirkan oleh istrinya telah berbuatlzina dan anak itulakibat 

daripadalperzinaan tersebut. (2) pengadilannmemberikan 

keputusanntentang sah/tidaknya anak atasnpermintaan pihak 

yanglberkepentingan.” 

Dalam pasal 280 KUHPerdata disebutkan bahwa dengan pengakuan 

yang dilakukan terhadaposeorang anakoluar nikah, timbulahihubungan 

perdataOantara anak danObapak atauOibunya. Dengan demikianipada 

dasarnyaOanak luar nikahOdengan ayah biologisnyaOtidak terdapat 

suatuohubunganOhukum. Hubungan hukumOitu baru akanOterjadi 

apabilaOayah tersebut memberikan pengakuanobahwa anak luar 

nikahOitu adalah anaknya.oUntuk selanjutnya status anakOluar nikah 

yang mendapatan pengakuanOini menjadi anakOluar nikah yang diakui. 

Namun mengenai hubungan hukumoanak luar nikah yangOdi akui dengan 

orang tuanya ini telahOdiatur lebih lanjut melaluiOpasal 43 ayat (1) UU 

Nomor 1 Tahun 1974. Pasal tersebutOmenyatakan bahwa seorang anak 

yang dilahirkan mempunyai hubunganOperdata dengan ibunya.o 

Dengan demikian seorang anak luar nikah otomatis 

mempunyaiohubungan hukum dengan ibuidan keluarga ibunyaitanpa 

harusodilakukan pengakuan terlebih dahuluOsebagaimana hanya 

ditentukanodalam Pasal 280 KUHPerdata. Akan tetapiopengakuan 

sepertioyang ditentukan dalam pasal 280 KUHPerdata ituOtetap 

diperlukan untukOmenciptakan hubungan hukumOantara anak luar nikah 

dengan ayahnya. HalOinilah yangomerupakan salah satu hal yang 



19 
 

 
 

membedakan kedudukan hukumoantara anak luar nikahOdengan 

anakosah. Tidak seperti anakOluaronikah, anak sah demi hukum 

mempunyai hubungan hukumodengan keduaoorang tuanya tanpa perlu 

adanya pengakuan terlebih dahulu. 

Dalam pasal 43 ayat (2) menyebutkanobahwa kedudukanoanak dalam 

ayat (1)oselanjutnya akan diatur dalamoperaturanopemerintah tersendiri, 

namunosampai denganosaat ini pemerintah belum juga mengeluarkan 

peraturanopemerintah tentangokedudukan anak luar kawinosedangkan PP 

No. 9 Tahun 1975otentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974otentang 

perkawinanotidak mengatur tentang kedudukan anak luar kawin, sehingga 

sampaiosekarang persoalan yang membahasotentang kedudukanoanak 

luar kawin pengaturannya masih terkatung-katung karena dalam pasal 

43mayat (1) UU Perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan 

keperdataannya saja sedangkan terhadapohak-haknya yang harus 

dilindungi sebagai seorang manusia tidak mendapat pengaturanoyang 

jelas danoterperinci. 

Kemudian munculOputusan mahkamah konstitusiONo. 46/PUU-

VIII/2010 yang merevisi pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Taun 1945 yang 

menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-

lakiosebagai ayahnya yangodapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan danoteknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum 

mempunyai hubunganOdarah, termasuk hubungan perdata dengan 

keluargaoayahnya”. Peneliti menyimpulkan bahwa kedudukan anak luar 

nikah dalam hukum positif memiliki kedudukan yang sama dengan anak 

sah, selagi ayah biologisnya mengakui dan dapat dibuktikan dengan alat 

bukti yang menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan ayah 

biologisnya. 

B. Tinjauan Umum Hakim 

1. Pengertian Hakim 

Hakim pengadilanoadalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan 
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kehakiman.21 HakimOadalah seseorangOyang diberi wewenangOuntuk 

melaksanakan kekuasaanOkehakiman di Pengadilan, baikOPengadilan 

Agama maupunOPengadilan Umum. Berdasarkan Undang-UndangiNo. 

4 tahun 2004 bahwa “Hakim wajibOmenggali, mengikuti, dan 

memahamiOnilai-nilai hukum dan rasa keadilan, yang hidupidalam 

masyarakat”.22 

2. Tugas dan Wewenang Hakim  

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap 

perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal 

seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan 

hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk 

dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparsial 

berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan 

bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu 

keputusan. Adapun pengertian mengadili itu adalah serangkaian 

tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara 

berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.  

Secara umum, putusan hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan 

yang berada pada seseorang, mencabut kebebasan warga negara 

menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap 

masyarakat, memerintahkan instansi penegak hukum lain untuk 

memasukkan orang ke penjara, sampai dengan memerintahkan 

penghilangan hidup dari seorang pelaku tindak pidana. Dalam putusan 

hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, 

sosiologis, dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai 

diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah 

keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan 

masyarakat (sosial justice), dan keadilan moral (moral justice).23 

                                                           
21 Pasal 11 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama. 
22 Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
23 Ahmad Rifa‟i, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2011), 3. 
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3. Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hakimomerupakan salah satuoaspek terpenting dalam 

menentukanoterwujudnya nilaiodari suatu putusannhakim yang 

mengandungnkeadilano(ex aequolet bono) danomengandunglkepastian 

hukum,ldi samping ituojuga mengandungomanfaat bagi paraopihak 

yang bersangkutan sehingga pertimbanganohakim ini harus disikapi 

dengan teliti, baik, dan cermat. Apabilaopertimbangan hakim tidak 

teliti, baik, dan cermat, makaoputusan hakim yangoberasal dari 

pertimbanganohakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan 

TinggiiMahkamahiAgung.24 

Dalam pemeriksaanOsuatu perkaraOjuga memerlukanOadanya 

pembuktian, dimanaohasil dari pembuktianoitu akan digunakan sebagai 

bahanopertimbangan dalamomemutus perkara.oPembuktian merupakan 

tahap yangOopaling penting dalam pemeriksaanOdi persidangan. 

PembuktianObertujuan untuk memperolehOkepastian bahwa suatu 

peristiwa /Ofakta yang diajukan ituObenar-benar terjadi, guna 

mendapatkanOputusan hakim yangObenar dan adil. Hakim tidak dapat 

menjatuhkan suatuOputusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / 

fakta tersebutObenar-benar terjadi,iyakni dibuktikan kebenaranya, 

sehinggaOnampakoadanya hubungan hukum antara para pihak.25 

Selain itu, padaohakikatnya pertimbanganohakim hendaknya juga 

memuatotentang hal-halosebagai berikut: 

a. Pokok persoalan danohal-haloyang diakuioatauodalil-dalil yang 

tidak disangkal.  

b. Adanyaoanalisis secaraoyuridis terhadap putusanosegala aspek 

menyangkut semuamfakta / hal-hal yang terbukti dalam 

persidangan.  

c. Adanyamsemua bagian dari petitum Penggugat harus 

                                                           
24 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), 140 
25 Ibid., 141. 
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dipertimbangkan / diadiliosecara satu demi satuosehingga hakim 

dapatomenarik kesimpulanotentang terbukti / tidaknya dan dapat 

dikabulkan / tidaknyaotuntutan tersebutodalam amar putusan. 

Penalaran hukumobagi positivismeoselalu menitikoberatkan pada 

pencapain kepastianohukum. Berdasarkanopasal 1 Undang-Undang No 

48 Tahun 2009ohakim Indonesia berkewajibanomenegakkan hukum 

dan keadilan. Hakimowajib mengadili menurutohukum sekaligus wajib 

menggalionilai-nilai hukumosesuai rasa keadilan masyarakat.26 Hakim 

tidakoboleh menolak untukomemeriksa dan mengadiliosuatu perkara 

yangodiajukan kepadanyaodengan dalih normaohukumnya tidak ojelas 

atau terjadiokekosongan norma positif. Denganisikap kemandiran 

hakim, negaraitelah memberikan wewenang memeriksa dan mengadili, 

termasukowewenang judicialodiscreation demi nilai   kemanfaatan dan 

keadilan. Negaraohukum Indonesia menghendaki menegakkan hukum 

danokeadilan, sehinggaokepastian hukum dan keadilanoharus menjadi 

produkiputusan hakim.27 

Pengadilan yangosehari-harinya bertugasomenerima, memeriksa, 

dan mengadilioserta menyelesaikanoperkara dari berbagaiokasus yang 

diajukanodan tidak boleh menolakountuk mengadili perkara tersebut. 

Dalamokondisi seperti ini, hakimoharus menerapkan hukumodan 

keadilan. Hakimomenerapkan duaomacam aturan, yaitu:28 

1. Hukum formal, yaituoketentuan yangOmengatur tentang cara 

memeriksaodan mengadiliosuatu perkara. Dalamoperkara perdata 

hakimowajib mematuhioketentuan hukumoacara perdata yang ada 

danoketentuan hukumoacara lainnya, sebabodalam menjalankan 

hukumiacara yakni dalam rangka mewujudkan keadilan 

prosedural. Keadilanoprosedural tersebutopenting untuk menjaga 

kepastian hukum. Dalamokepastian hukum, makaokeadilan akan 

                                                           
26 Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, (Jakarta: Kencana,2017), 133 
27 Ibid., 134 
28 Ibid., 136 
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terjamin. Misalnyaomendengar keduaobelah pihak dipersidangan 

sesuaioasas audi etOalteram partem, memberikanohak seluas-

luasnyaokepada kedua belahopihak untuk membuktikkan dalil-

dalilnya secara berimbang. Dalam mengajukan upaya hukumoada 

tenggang waktu yangotidak bolehodilewati. Hal iniodimaksudkan 

untukimenjaga kepastian hukum demiokeadilan; 

2. Hukum materiel, yaituohukum yangomengatur akibatohukum dari 

suatu hubunganohukum atau suatuoperistiwa hukum. Hukum 

materielodimaksudkan untuk mewujudkanokeadilan substansial, 

baik tertulisomaupun tidak tertulisoyang bersumberodari 

kesadaran hukumomasyarakat. Hakim dalamomenerapkan 

hukumomateriel dibekali pengetahuanOumum hukum seperti 

interprestasi, argumentasi analogi, a contrarioodan penghalusan 

hukum,oteori-teori hukumodan filsafatohukum. Hakimotidak 

boleh gegabah meyimpangioketentuan hukum formalomeskipun 

dengan alasan demiokeadilan, sebab keadilanoitu sangat 

relatifosifatnya. 

Putusanoyang mendekati keadilanotentu bukanoputusan yang 

penalaranohukumnya hanya menempatkanohakim sebagai mulutoatau 

corongoUndang-Undang. Kita dapatomenilai putusan yangoberkualitas 

yangoargumentasinya dapat memulihkanokepercayaan masyarakat. 

Hakimnyaotidak hanya membacaoteks, tetapi berusahaomenembus apa 

yang adaodibalik teks, berdialogodengan konteks serayaomelibatkan 

kepekaanonuraninya.29 

Ada beberapa alasanoyang memberiopeluang agarohakim dapat 

berkreasiomelakukan penemuanohukum atauopenciptaan hukum:30 

1. Hakimotidak terikat padaosistem preseden;  

2. Hakim wajibomengadili seluruhobagian gugatan;  

3. Hakim tidakoboleh menolak untukomemeriksa danomengadili 

                                                           
29Ibid., 137. 
30Ibid., 141. 
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suatu kasusodengan alasanoundang-undangnya tidak jelasoatau 

tidak adaosama sekali, tetapi wajibountuk memeriksaodan 

mengadilinya. 

3. Dasar Pertimbangan Hakim  

 Dasar hakimodalam menjatuhkanoputusan pengadilan perlu 

didasarkanokepada teori dan hasilopenelitian yang salingoberkaitan 

sehinggaodidapatkan hasil penelitianoyang maksimal danoseimbang 

dalam tataranoteori danopraktek. Salah satuousaha untukomencapai 

kepastianohukum kehakiman, di manaohakim merupakan aparat 

penegakohukum melalui putusannyaodapat menjadiOtolak ukur 

tercapainyaosuatu kepastianohukum. 

 Pokok kekuasaanokehakiman diatur dalam Undang-undang 

Dasar 1945oBab IX Pasal 24odan Pasal 25 sertaodi dalamoUndang-

undang Nomoro48 tahun 2009. Undang-undangoDasar 1945 menjamin 

adanyaosesuatu kekuasaan kehakimanoyang bebas. Haloini tegas 

dicantumkanodalam Pasal 24 terutamaodalam penjelasanoPasal 24 ayat 

1 danopenjelasan Pasal 1 ayato(1) UU No. 48oTahun 2009, yaitu 

kekuasaanokehakiman adalah kekuasaanonegara yang merdekaountuk 

menyelenggarakanoperadilan guna menegakkanohukum danokeadilan 

berdasarkanopancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia 

tahun 1945 demiterselenggaranya Negara Hukum RepublikiIndonesia.31 

 Kekuasaan kehakimanOmerupakan kekuasaanOyang merdeka 

dalam ketentuan iniOmengandung pengertianObahwa kekuasaan 

kehakiman bebasodari segala campurotangan pihak kekuasaanoekstra 

yudisial, kecualiohal-hal sebagaimana disebutodalam Undang-undang 

Dasaro1945. Kebebasan dalamomelaksanakan wewenangoyudisial 

bersifat tidakomutlak karenaotugas hakim adalahomenegakkan hukum 

dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya 

mencerminkanorasa keadilan rakyatoIndonesia. KemudianoPasal 24 

                                                           
31 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, 142 



25 
 

 
 

ayat (2)omenegaskan bahwa: kekuasanokehakiman dilakukanooleh 

sebuah MahkamahoAgung dan badan peradilanoyang beradaodi 

bawahnya dalamolingkungan peradilan umum,olingkungan peradilan 

agama,olingkungan peradilan militer,olingkungan peradilan tata usaha 

negara,odan oleh sebuah mahkamah konstitusi.32 

 Kebebasan hakimoperlu pula dipaparkanoposisi hakim yang 

tidakomemihak (impartial jugde)oPasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 

2009. Istilah tidakomemihak di sinioharuslah tidak harfiah, karena 

dalamomenjatuhkan putusannyaohakim harus memihakoyang benar. 

Dalam haloini tidak diartikan tidakoberat sebelah dalamopertimbangan 

dan penilaiannya. Lebih tapatnyaoperumusan UU No. 48 Tahun 2009 

Pasalo5 ayat (1): “Pengadilanomengadili menurutohukumodengan tidak 

membeda-bedakanoorang”33 

 Seorang hakimodalam menemukan hukumnyaodiperbolehkan 

untuk bercerminopada yurisprudensil danopendapat para ahli hukum 

terkenalo(doktrin). Hakim dalamomemberikan putusanotidak hanya 

berdasarkanopada nilai-nilai hukumoyang hidup dalamomasyarakat, hal 

ini dijelaskanodalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009oyaitu: 

“Hakim wajibomenggali, mengikuti, danomemahami nilai-nilaiohukum 

yang hidupodalam masyarakat”. 

4. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 

 Permohonan para pemohon pada intinya menganggap bahwa 

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Pasal  2  ayat  (2)  yang 

menyatakan, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”  dan  Pasal  43  ayat  (1)  yang 

menyatakan, “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan ibunya”, 

bertentangan dengan Udang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) 

                                                           
32 Andi Hamzah, KUHP Dan KUHAP, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), 94 
33 Ibid., 95 
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yang menyatakan, “setiap orang berhak membentuk keluarga dan 

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” dan ayat (2) 

yang menyatakan, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi”,  serta  Pasal  28D  ayat  (1)  yang menyatakan,  

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum”.34 

Hal pertama yang yang menjadi perhatian Majelis Hakim Konstitusi 

dalam menimbang permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan 

di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) 

frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Dalam kalimat  selanjutnya  

diperoleh  keterangan,  “untuk  memperoleh jawaban  dalam  prespektif  

yang  lebih  luas  perlu  dijawab  pula permasalahan terkait, yaitu 

permasalahan tentang sahnya anak”.  

Adanya  pengakuan  normatif  dan  empirik  akan  prinsip supermasi 

hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai 

pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supermasi  hukum  

adalah  pengakuan  yang  tercermin  dalam perumusan hukum dan/atau 

konstitusi35. Maka dengan itu makna yang terkandung dalam frasa 

“yang dilahirkan di luar perkawinan”, merujuk pada tentang kedudukan 

anak di luar perkawinan, yang pada umumnya membahas permasalahan 

status keperdataan anak. Pasal 42 UU No. 1/1974 memberikan 

pengertian bahwa anak yang sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  

                                                           
34 Ahmad Marachul Bachrain, Analisis Putusan Mahkamah konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 

Tentang Anak Diluar Nikah, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1, No. 1 (Januari-Juni), 2016, 

Hal 139. 
35 Jimlie  Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 

Hal 127. 
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atau  sebagai  akibat perkawinan yang sah. Kemudian Pasal 2 ayat (1) 

UU No. 1/1974 menjelaskan,  bahwa  “perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya 

itu” dan pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974 menyatakan, “tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”.36 

Merujuk  pada  pertimbangan  Majelis  Hakim  Konstitusi mengenai  

pencatatan  perkawinan  bahwa,  pokok  permasalahan hukum  mengenai  

pencatatan  perkawinan  menurut  peraturan perundang-undangan  

adalah  mengenai  makna  hukum  (legal meaning) pencatatan 

perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 

4 huruf b UU No. 1/1974 tentang asas-asas atau  prinsip-prinsip  

perkawinan  menyatakan: “... bahwa suatu perkawinan adalah sah 

bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaanya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan 

pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, 

misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, 

suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.” 

Berdasarkan  penjelasan  UU  No.  1/1974  di  atas  nyatalah bahwa 

(i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan  

sahnya  perkawinan;  (ii)  pencatatan  merupakan kewajiban  

administratif  yang  diwajibkan  berdasarkan  peraturan perundang-

undangan.37 

Pada  uraian  selanjutnya,  Majelis  Hakim  Konstitusi memandang  

bahwa,  hubungan  anak  dengan  seorang  laki-laki sebagai bapak, tidak 

semata-mata karena adanya ikatan perkawinan dengan ibunya, akan 

                                                           
36 Ahmad Marachul Bachrain, Analisis Putusan Mahkamah konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 Tentang 

Anak Diluar Nikah, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1, No. 1 (Januari-Juni), 2016, Hal 140 
37 Ibid., Hal 141. 
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tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya  hubungan  darah  

antara  anak  dengan  laki-laki  tersebut sebagai bapak. 

Hal  ini  berlandaskan,  karena  menurut  majelis  Hakim Konstitusi,  

“akibat hukum dari peristiwa kelahiran karena kehamilan, yang 

didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan 

seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat 

hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya 

meliputi anak, ibu dan bapak”.  Maka  tidak  tepat  dan  tidak  adil  

manakala  hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari karena 

hubungan seksual di luar  perkawinan  hanya  memiliki  hubungan  

dengan  ibunya  dan membebaskan laki-laki yang menggauli ibunya dari 

tanggung jawab seorang  bapak  serta  meniadakan  hak-hak  anak  

terhadap laki-laki tersebut.38 

Pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi berikutnya adalah 

berkaitan  tentang  eksistensi  seorang  anak.  Anak  yang  dilahirkan 

pada  dasarnya  tidak  patut  untuk  dirugikan  dengan  tidak terpenuhinya 

hak-haknya, karena kelahirannya di luar kehendaknya. Mengenai hal ini 

Pasal 2 KUH Perdata menjelaskan bahwa, “anak yang  ada  dalam  

kandungan  seorang  perempuan  dianggap  telah dilahirkan,  bilamana  

juga  kepentingan  si  anak  menghendaki”. Jelaslah  bahwa  seorang  

anak,  walaupun  dalam  kondisi  janin, mempunyai hak-hak keperdataan 

yang harus dipenuhi.39 

 

 

 

 

  

                                                           
38 Ibid., Hal 141. 
39 Ibid., Hal 142. 


